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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

- BUPATI KARANGANYAR

bahwa salah satu penyebab terjadmya korup51 karena
adanya benturan kepentmgan yang dilakukan oleh
penyelenggara negara;

bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemenntahan :

 yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang
bcbas dari benturan kcpentmgan, _

bahwa pemahaman yang tidak seragarn mengenax

~ benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang

beragam dan sangat berpengaruh pada performance

_kmcxja penyelcnggara negara; -

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu

o menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar,

~ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
" Pembentukan Daerah-daerah Kabupatcn Dalam

ngkungan Prov1n31 uawa Tengah

Undang-Undang ‘Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

‘Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolan - Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan ‘Lembaran Ncgara chubhk Indonesia
Nornor 4378), ~

-

-



| 4 i ,f*'*,Peraturan Pemermtah Nomor 38 Tahun 2007 tentang S ,
' < Pembagian Urusan Pemermtahan antara Pemerintah,

R “,,Repubhk Indonesia Nomor 4737]. o

_ | ‘f'.f';i” ’»:,.,'l‘ahun 2008 Tentang  Sistem Pengendalian Intern o
f:,Pemermtah (Lembaran - Ncgara : Repubhk 'Indonesmf '
R Tahun 2008 Nomor 127), - o :

Indonesia - Tahun 2016 Nomor. 114, 'I‘ambahan

~*  Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Dacrah
~ Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia ~ =
_Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara -

.?'-..f»;VPeratura.n Pernenntah Repubhk Indones1a Nomor 60[3[' -

Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang SRR
" Perangkat - Daerah ~ (Lembaran - ‘negara. -Republik
I.cmbaran Negara chubhk Indonesm Nomor 5887), R :

Peramran Pcrnermtah Nomor 12 Tahun 2017 tcntang,
' Pembinaan = dan  Pengawasan - Penyelenggaraan

" Pemerintah - Daerah (Lembaran - negara ‘Rpeublik

- Negara chthk Indonesxa Nornor 6041), -

. Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 'I‘ambahan Lembaranf_fif S

: 13 ::»»,,‘YPeraturan Daerah Kabupaten 'Karanganyar';,: CRIC

fSusunan Perangkat Daerah - Kabupaten Karanganyar
 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar ‘Tahun -

a Kabupaten Karanganyal’ Nomor 67)’ e

P Cl MEMUTUSKAN SR
. Menetapkan '-PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN-
... DL LINGKUNGAN o PEMERINTAH KABUPATENVQ:Y
::;‘KARAN.G,AN.YAR, Dl
) BABI L
KE’I‘ENTUAN UMUM o
Pasall |

- Nomor 16 'I‘ahun 2016 tentang Pembentukan dan .

72016 Nomor 16, Tambahan - Lembaran Daerah'_'f"

Pcdoman umum penanganan benturan - kepentmgan adalah R

.  sebagaimana’ tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupan ini yang =
"”-'::-F;'-Hmerupakan baglan yang tldak terplsahkan | A

A R : S Pasa12 L
| Peraturan Bupatx 11‘11 mulax berlaku pada tanggal dmndangkan
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.:,.",‘ZLAMPIRAN e SRR
" PERATURAN BUPATI KARANGANYAR -
~ NOMOR ": : . TAHUN 2018
L TENTANG | |
A :PEDOMAN UMUM PENANGANAN
. BENTURAN KEPENTINGAN |
. LINGKUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR

PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
e KABUPATEN KARANGANYAR -
: Iv Pendahuluan o v
O A Umum

Benturan kepentmgan merupakan suatu kOI‘ldlSl dxmana e

:"”:pertlmbangan * pribadi . mempengaruhi  dan/atau  dapat B

' ;.,tugas : S
o Pemmbangan pnbach tersebut dapat berasal dan kepentmgan L
o pnbad1, kerabat atau kelompok yang kemudxan mendesak atau
. mereduksi gagasan ~ yang dibangun - berdasarkan = nalar -
"?profesxonalnya sehmgga keputusannya - menyimpang dari
" orisinalitas keprofesxonalannya dan akan berimplikasi pada o
- penyelenggaraan negara khususnya dx bldang pclayanan publik .

R menjach tidak efisien dan efektif. . . :

S men}’mgklrkan profesxonahtas seorang pCJabat dalam mengcmban e

¢ - Untuk " melaksanakan . tugas tugas dalam proses?fl'
RS pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara.[ R
© negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan -

' neoptisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara

' _mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk =
- memiliki profesmnahsrnc, setxap penyelenggara negara harus juga
. 'mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian = .-
. ‘kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus
mengutamakan kepcntmgan umum dxatas kepentmgan pnbadx L

5 __atau golongan. -

| 'fberba‘gai kebijakan, seperti kebijakan yang"rriengétur pembatasan -

Pemenntah selama mx telah mengusahakan tcrcxptanYa": S

% dengan tujuan terhindarnya dari situasi- atau kondisi benturan =

S kepentingan seperti peraturan pemerintah mengenai larangan PNS = e

' menjadi anggota parpol, pembatasan Kegiatan pegawai negeri s

- dalam usaha swasta, dan beberapa pembatasan kegiatan pegawai o
! negeri- dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan‘
NS kesederhanaan hxdup R . . . .

'I‘ujuan dan pcdoman umum penanganan benturan kcpermngan‘
~ ini adalah: 3 a
SN Menyedlakan kerangka acuan bagl mstanm pemenntah untuk

. mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentmgan

S ’2;1 Menciptakan budaya pelayanan pubhk yang dapat mengenal, .
. mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentmgan S
- .secara transparan dan  efisien tanpa mengurang; kmcr_;av RIS

N pe,;abatyang bersangkutan AR .
- .~ 3. Mencegah tet:)admya pengabaxan pelayanan pubhk dan.
- kerugian negara.  * S o .
4. Menegakkan mtegntas o R T :
5. Mencxptakan pemermtahan yang b‘érsxh dan benmbawa o

. cvat-' v



C.. gDalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: - .
1. Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara

- - negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan
-pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat

mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

2. Penyelenggara negara adalah pejabat ‘pemerintah, dan
| pengawas. : ' ' ' '

:_3. g';s;t;.a;;‘s:i Epcmcrintah adalah ipst\atnsi pemerintah pusat dan
4. Lembaga Publik adalah lembaga publik di lingkungan instansi
Pemerintah. , o
‘D. Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan:
1. Dilingkungan Eksekutif _ .
a. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan
: keputusan dan penentuan kebijakan. Secara lebih khusus
dalam pengertian ini adalah Pejabat Tata Usaha Negara
yang membuat Keputusan Tata Usaha Negara dan
mengambil Tindakan Tata Usaha Negara. o
Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51
Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pejabat Tata Usaha
‘Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan
‘pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- yang berlaku. - R
b. Perencana, pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan
pada unit perencanaan tertentu. :
c. Pengawas, pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan
fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku,
.dalam hal ini adalah: para pemeriksa, auditor, dan
pengawas - di  lingkungan = Pemerintah  Kabupaten
Karanganyar. | SV
d. Jabatan fungsional guru, yaitu jabatan fungsional yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan
- wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan
“mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini -
jalur'pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan
menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil | |
e. Dokter, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana
pelayanan kesehatan SR S
f. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai,
' petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit
organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan
" publik termasuk pelaksana pelayanan publik di lembaga
, ~- eksekutif, yudikatif dan lembaga nonstruktural.
g Penilai, yaitu ofang yang bertugas menilai, melakukan
verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya.
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2_.

h. Peny1d1k Pegawa1 Negerz Slpll ya1tu semua pejabat yang
melakukan fungsi penyidikan di dalam lmgkungan
-Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Pejabat/Pegawal Negeri lain yang diangkat oleh Bupau/Wakxl

~ Bupati (yang penghasilannya d1b1aya1 oleh APBD Kabupaten
Karanganyar). _ }

1. - Benturan Kepentingan

A_ Beberapa bentuk behtﬁran kepennngan yang senng terjadx dan
o dxhadapl oleh penyclenggara negara adalah :

1.

- 10.
11

Situasi yang mcnycbabkan sescorang menerima’ anﬁkasx
atau pemberian/ pcncnmaan hadxah ; atas suatu
keputusan/ jabatan. . '

Situasi yang menyebabkan penggunaan aset Jabatan/ 1nstans1
untuk kepentingan pribadi/golongan.

Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/i mstansx
dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan. -
Perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki
hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak
sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan

“untuk kepentingan jabatan lainnya.

Situasi dimana seorang penyelenggara negara mcmbcnkan |
akses  khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam
rekrutmen pegawai tanpa menglkun prosedur yang

N scharusnya

Situasi yang menyebabkan proses - pengawasan “tidak
mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan . ha:apan

- dari pihak yang diawasi.

Situasi dimana kewenangan pemlalan suatu obyek kuahﬁkasn
dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.

Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
Situasi dimana seorang penyclenggara negara menentukan
sendiri besarnya gaji/remunerasi. o
Moonlighting atau outside employment (bekerja lain di luar
pekerjaan pokoknyal)

~Situasi’ yang mcmungkmkan penggunaan dlskresx yang
menyalahguna.kan wewenang '

v 'B. Jems bcnmran kepentmgan yang senng tcr_]adn, di lmgkungan
Eksekuuf

1.

10.
11.
12.

®N oo » LN

Kebijakan yang - berpihak aklbat ‘pengaruh/ hubungan
- dekat/ketergantungan/pemberian grauﬁkasx,

- Pemberian izin yang dtsknmmatzf

_Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas

* jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah; o
Pemilihan partner/ rekanan kc:ja berdasarkan keputusan .
' yang tidak profesional;

Melakukan komersialisasi pelayanan publxk

- Penggunaan aset dan xnformas1 rahas1a untuk kepentmgan_

pribadi.

' Menjadi bagian dari pihak yang dlawam

Melakukan pengawasan ndak sesuai dengan norma, standar, :
- dan prosedur. - » ,
Menjadi bawahan pxhak yang d1n11a1
Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lam
Melakukan pcmlaxan atas pengaruh pxhak lain.

Melakukan = penilaian tidak sesuai norma, standar, dan
' proscdur

ane



13. Mcnjadi bagxan dan pxhak yang mcmxhk.l kepentmgan atas
~ sesuatu yang dinilai.

14. Pengusutan dan tuntutan Jaksa yang dapat meruglkanf

kepentingan negara karena pengaruh pihak lain.

~ 15." Penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugxkén plhak

N terkmt karena pengaruh pihak lain,

C. Sumbcr penycbab benturan kepentingan-

1.

Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara
membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan

‘tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang

diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara

menduduki dua. atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa
menjalankan Jabatannya secara: profesxonal, independen dan

 akuntabel.

.. Hubungan aﬁliasx (pnbadx, golongan) yaitu hubungan yang

dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak

‘tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan

maupun hubungan pertemanan yang dapat mempcngarum

‘keputusannya.
. Gratifikasi, yaitu pembenan dalam arti luas mehpun pembenan

uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, pexjalanan wxsata, pengobatan

. cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Kelemahan sistem orgamsasi yaitu keadaan yang menjadx'
kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan
penyelcnggara negara yang dlscbabkan karena struktur budaya

dan orgamsam yang ada.

n. annsxp dasar dalam penanganan benturan kepentmgan -
Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dxiakukan melalu: '
perbaxkan nilai, sxstem, pribadi dan budaya.

Mengutamakan kepentmgan publik:

SLoa

penyelenggara negara harus memperhatikan asas umum
pemerintahan yang baxk dalam -memberikan pelayanan
kepada masyarkat.

Dalam pengambilan kcputusan, penyelenggara negara harus
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan =
yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau

. tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan

agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga. -
Penyelenggara negara tidak boleh memasukkan unsur
kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan
tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. -
Apabila tcrdapat benturan kepentingan, maka penyelenggara
negara tidak . boleh berpartisipasi dalam pembuatan
keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh
kepentingan dan afi liasi pribadinya.

Penyelenggara negara harus menghindarkan diri  dari
tindakan pribadi yang dmntungkan oleh “inside information”
‘atau informasi orang.dalam yang diperoleh dari jabatannya,
sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum. '

&



e.

Penyelenggara negara tidak boleh mencari atau menerima =
keuntungan yang tidak seharusnya schingga dapat
mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Penyelenggara negara
juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari -

J:aba.tan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan
informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat

yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

" Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan

‘kepentingan :

'ao

- memiliki integritas.

Penyelenggara negara harus bersifat terbuka atas pekerjaan
yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada
mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus
mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas
berkepentingan (disinterestedness), tidak berpihak dan

Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara
negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik
harus 'diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat

-dikendalikan dan ditangani secara memadai. . v
- Penyelenggara negara harus menyiapkan mekanisme dan

prosedur pengaduan dari masyakarat terkait adanya benturan
kepentingan yang terjadi. oL T
Penyelenggara negara serta lembaga publik harus menjamin
konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau
penanganan situasi benturan kepentingan. = Co
Penyelenggara negara serta lembaga publik harus mendorong
keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi
benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang
ada. | : ' ‘
Penyelenggara negara serta lembaga publik harus dapat
memberikan akses kepada masyakarat untuk mendapatkan
berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan
kewenangannya.

Penyelenggara negara harus menyiapkan prosedur pengajuan
keberatan  dari masyakat tentang - penggunaan
kewenangannya. t

. *?'Mcndofong tanggung jawéb pt-ibadi dan sikap keteladanan :

. a.

Penyelenggara negara senantiasa bertindak sedemikian rupa
agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi
penyelenggara negara lainnya dan masyarakat. o
Penyelenggara negara harus sebisa mungkin bertanggung
jawab atas peraturan urusan pribadinya agar dapat
menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan
sesudah masa jabatannya sebagai penyelenggara negara. . .
Penyelenggara negara harus bertanggung jawab ‘untuk
mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan
yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan
kepentingan. - f ’ '
Penyelenggara negara harus menunjukkan komitmen mereka

pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan

kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif.
Penyelenggara negara serta lembaga publik harus

_bertanggung jawab afas segala urusan yang menjadi tugasnya

sesuai peraturan perundang-undangan. o v



4.

Menmpta.kan dan membma budaya orgamsasx yang tidak toleran :
terhadap benturan kepentingan: . -
"a. Lembaga publik harus menyedxakan dan mclaksanakan
: kebijakan, proses dan praktek manajemen yang memadai
dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan
dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif.

b Lembaga publik harus mendorong penyelenggara negara

untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah
benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang
melindungi keterbukaan dan penyalahgunaan oleh plhak-
pihak lain. -

" ¢. Lembaga publik harus mencxptakan dan mempertahankan.

budaya ' komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas
dan bagaimana mendorongnya.

'd. Lembaga publik harus memberi pengarahan dan pelatihan

untuk ‘meningkatkan pemahaman serta memungkinkan -
evolusi 'dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan
aphkasx ketcntuan tersebut d1 tempat kerja

Iv. Tahapan Dalam Penanganan benturan Kepentmgan '

1.

. Penyusunan'Kerangka Kebijakan Benturan Kepenungan -

- Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan
f kepentmgan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait

dan periu dxpcrhaukan yaitu :

a. Pendefinisian benturan kepentmgan ‘yang berpotensx'
mcmbahayakan integritas instansi dan individuy; '

b. Komitmen pimpinan dalam penerapan kebljakan benturan

kepentingan;

" ¢. Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan

kepentingan = untuk  mendukung  kepatuhan dalam
penanganan benturan kepentingan; ‘

'd. Keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan

‘penanganan benturan kepentingan.

- e.  Keterlibatan para stakeholder dalam penanganan bcnturan ,

kepentingan;

.

f 'Monitoring dan evaluasx kebuakan penanganan benturan

kepentingan;

' g Pengembangan dan pcnyesuaxan kebuakan dan prosedur

~ penanganan benturan kcpcntmgan bcrdasarkan hasxl
' momtonng dan evaluas1

. | ldentxﬁkasx Sltuam Benturan Kepentingan -
Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi terhadap situasi yang

termasuk dalam kategori benturan kepentingan. Dalam hal ini

diperlukan pcn_jabatan yang jelas mengenai situasi dan hubungan
- afiliasi yang menimbulkan benturan kcpcntmgan sesuai dengan
tugas pokok dan fungs1 ‘masing-masing = organisasi yang
bersangkutan. Identifikasi tentang situasi benturan kepentingan
harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi
~ dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang

penyelenggara negara dapat menimbulkan benturan kepentingan.




Penyusunan Strategi 'Penangvavrian Benmrari Kepentmgan B o
Kebijakan penanganan benturan kepennngan perlu didukung oleh
sebuah strateg1 yang efektif berupa

a. Penyusunan kode etik.

b. 'Pelatlhan, arahan serta konseling dengan memberi contoh-

- contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatas.1 situasi -
benturan kepentingan.

c. Deklarasi benturan kepcntmgan dengan cara sebagai berikut:

1) Pelaporan atau pernyataan awal (disclosure) tentang
‘adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan
dengan pelaksanaan jabatannya pada saat ~seorang

_ diangkat sebagai penyelenggara negara;

- 2) Pelaporan dan pemnyataan lanjutan apabila terjadi
perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan
awal;

. 3) Pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa
- menentukan tmgkat ‘benturan  kepentingan dan-
bagaimana menanganinya. ' : o '

-d. Dukungan kelembagaan dalam bentuk:

1) Dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses'

pelaporan schingga informasi dapat dxmla1 dengan benar- |
dan dapat terus diperbaharui;

2) Pelaporan dan pencatatan kepcntmgan pnbad1 yang o

dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar letnbaga

yang bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana
lembaga tersebut mengidentifikasi dan menangani
benturan kepentingan.

. Serangkaian: tindakan yang diperlukan apabila seorang
- penyelenggara negara berada dalam situasi benturan kepentingan.
- Tindakan tersebut sebagai langkah lanjutan setelah penyelenggara
- negara melaporkan situasi benturan kcpentingan yang

dxhadapmya, antara lain adalah :

a. Pcngurangan (divestasi) kcpentmgan pribadi penyclcnggara
negara dalam jabatannya;

b. Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan

dimana seorang penyelenggara negara memiliki kepcnungan,

c Membatasi akses penyelenggara negara atas informasi

tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
d. Mutasi penyelenggara negara ke jabatan lain yang tidak
memiliki benturan kepentingan; '

€. Mengahh tugaskan tugas dan tanggung jawab penyelenggara -

negara yang bersangkutan;

| f Pengunduran diri penyelenggara negara dan jabatan yang

menyebabkan benturan kepentingan;
g. Pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan
peramran pcrundang -undangan.

l

| V. Faktbr-faktor pendukung kebcrhasilanf pcnangaxian_ benturan
kepentingan. '

1.

Komitmen dan keteladanan pimpinan
Meskipun tanggung jawab untuk mengetahui benturan-benturan

kepentingan yang dapat terjadi terletak pada pundak seorang
penyelenggaxa negara akan ‘tetapi lembaga-lcmbaga publik harus

PR



 penanganan  benturan = kepentingan. Untuk itu. diperlukan

’ ‘jzﬂikgsus benturan kepentmgan ‘Para pemmlpm/ pc_]abat atasan wapb :
mempergunakan kewcnangannya “secara . . baik. dengan, .
mcmpertxmbangkan kepentmgan lembaga, _ kepentmgan pubhk

- e ‘kepenUngan pcgawax dan berbaga1 faktor lam

- - 2. pamsxpam dan keterhbatan pa_ra penyelenggara negal'a

- f‘ ‘rnembutuhkan keterhbatan para penyelenggara negara o

e bertanggung Jawab atas pelaksanaan atau 1mplcmcntasx kebx_;akan“:

..{f;komltmen dan kcteladanan pemimpin’ dalam penanganan kasus- .

Implementasi. kebijakan untuk mencegah ‘benturan kepentmgan e

. Para penyelenggara negara harus sadar dan paham téhtang isu =
" benturan kcpcntmgan dan- harus blsa mengantxsxpasa sckahgus o

‘mence gah terj admya benturan kepenungan

% Untuk mcndorong ‘partisipasi dan keterhbatan penyelenggara, "

‘negara dapat dilakukan antara lain dengan

o Ca. Mempubhkaszkan kcbqakan penarigahan benturan S

 kepentingan; .

b ~ Secara berkala. mengmgatkan penyelenggara negara adanya R

U " kebijakan penanganan benturan kepentingan; - - a
©c. Menjamin agar aturan dan proscdur mudah dlperolch dan o
. diketahui; - s ‘

S d . Memberi pengafahan tcntang baganmana menangam bcnturan o

. kepentingan; =

’fe:}."_[if:Memben bantuan- konsultasx dan nasehat bagx rnereka yang Ea

kepentmgan, termasuk juga kepada plhak-plhak Juar- yang
©~ . berkaitan. atau - berhubungan dengan lembaga yang

3. _»?Pcrhatlan Khusus atas Hal Tertentu e ' -
. '"fPerhatzan khusus’ perlu dilakukan tcrhadap hal-hal tertentu yang L
dianggap bensxko tmggl menyebabkan terjadmya sxtua& benturan .

Ce kepcntmgan e : S ' : '

”*‘;v;-_»v;’laln adalah: - . A
a. Hubungan aﬁhasx (pnbadx dan golongan], BT
Gratlﬁkasx, o }v: r) v I
 Pekerjaan tambahan, .
. Informasi orangdalarn, T L
"i':erpentmgan dalam pengadaan barang, DB e
~ - Tuntutan keluarga dan komumtas, R S
,"chudukan di organisasi lain; -~ S A
. Intervensi pada _)abatan scbelumnya, dan S
. Perangkapan Jabatan SRR

Crrmmedors

N3 Beberapa Iangkah prevenuf dapat d11akukan untuk menghmdan K

©belum ' memahami kebxjakan penanganan - benturan»_jﬁfff”-" )

 Hal-hal yang perlu mendapat perhatlan khusus tersebut antafa'v,, ,} “

" situasi benturan kepentingan. Sebagai contoh langkah-langkah -

' preventxf yang terkait dengan pengambilan keputusan adalah:
- Agenda rapat yang akan diadakan perlu dlketahm sebelumnya
. supaya  penyelenggara - ‘negara dapat menganttsmasx
kemungkman ter_ladmya benturaﬁ o



a
~b. Mekanisme 1denuﬁka51 untuk . mcndetck31

memungkinkan penarikan diri (recusal) d
keputusan sccara ad hoe. l’ an Pcngambllan

: Penegakan Kebuakan Penanganan Bcnturan Kepcntmgan ‘
 Penegakan kebuakan penanganan benturan kepentingan tidaklah

‘mudah, agar kebgakan tersebut ber;alan secara efckuf maka perlu

. acla:

Sanksx sesuai dengan peraturan pcmndang-undangan

: .
kebijakan yang ada. - pe anggaran

e Instrumen penanganan benturan kepennngan yang secara

" berkala dxperbaharul

Pemantauan dan Evaluasx
~ Kebijakan penanganan benturan kcpentmgan perlu dxpantau dan

dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan

: .:' rclevan dengan hngkungan yang terus berubah ‘

" Tindakan Terhadap Potensn Benturan Kepentmgan
- Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentmgan,

penyelenggara negara

3 N

2

Dilarang melakukan transaksi dan'/atau .menggUnakan ‘aset
~ instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; -
Dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam

bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalarn
kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa.

. Dilarang menerima dan/atau memberi barang/parccl/uang/sctara
'uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan.
- Dilarang mengijinkan pihak ketiga mcrnbcnkan sesuatu dalam
~ bentuk apapun kepada penyelenggara negara.
. Dilarang menerima refund dan keuntungan pnbach lamnya yang '
- melebihi dan atau bukan haknya dari hote} atau pihak manapun
~ juga dalam - rangka kedinasan -‘atau hal- hal. yang dapat

menimbulkan potensi benturan kepentingan.

" Dilarang  bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan »
penyedia barang/jasa rekanan/mitra. kerja tertentu ~dengan -

maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kcpennngan pnbadx,

‘keluarga dan/atau golongan.
. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasxa untuk
_kepentingan pihak lain. ,
';Dﬂarang baik secara langsung maupun tidak langsung dcngan
-sengaja turut serta dalam - pemborongan, pengadaan, atau
- persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh
- atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
"Membuat pemyataan potensi benturan kepentingan apabila
, fmcmpunyax hubungan keluarga - scdarah dalam hubungan
-+ keluarga inti dcngan penyelenggara negara.

H

Adanya aturan yang Jelas dan prosedur yang efisien yang" |



'I‘ata cara mengatasi teqadinya bcnturan kepentmgan

”[":1‘.

~ Seorang warga masyarakat yang terkait ‘dalam penga.rnbilanf
keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya
- dugaan benturan kcpentmgan pejabat dala.m menetapkan, s
keputusan dan/atau tindakan. = e
. Laporan atau keterangan tersebut dlsampazkan kepada atasan' —
- langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan
‘mencantumkan 1dent1tas Jelas pelapor dan melamplrkan buktl-
- bukti terkait.! -
. Atasan langsung pejabat tersebut memenksa tentang kebenaran :
. laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja. , Ll
.- Apabila hasil ‘dari pemeriksaan tersebut - tidak ‘benar maka’ e
) keputusan dan/atau tmdakan pejabat ya.ng d:laporkan tetap Do
 berlaku. S
"vApabxla has:l pcmenksaan tersebut bcnar maka dalam Jangka ST
- waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau =~
- kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan setemsnya -
. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut = -
. hasil pemeriksaan ter_]admya bcnturan kcpentmgan dllaksanakanf. .
= oleh unsur pengawasan . _ . "

':Ketentuan Penutup S ' : : T
" Pedoman pcnanganan benturan kcpcntmga.n ini agar dxpakar N
'sebagai acuan dalam mengenal, mcngatasx, menangani benturan
 kepentingan ' dan = diimplementasikan * secara konsisten dan

- sungguh- sungguh oleh semua pxhak tcrka.lt penyelenggaraan o

. "fMenugaskan kepada semua punpman mstans1 pcmermtah untukj- ’

- menindaklanjuti panduan penanganan benturan kcpentmgan ini
- serta mcnsosmhsamkan kepada seluruh pegawal d1 lmgkungan o

' masing-masing.
. Pemantaunan dan evaluasx pelaksanaan pcnanganan benturan’ o
' kepentingan dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur .
SO Ncgara dan Reformasa erokram berkoordmasx dengan instansi

. "_._
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